SIARAN PERS KPPU
Nomor 50/KPPU-PR/V1/2024

SHOPEE AJUKAN PERUBAHAN PERILAKU
PADA SIDANG MAJELIS DI KPPU

Jakarta (20/6) — PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat
mengajukan permohonan perubahan perilaku atas Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 tentang Dugaan
Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999
Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee dalam Sidang Maijelis hari ini Kamis, 20
Juni 2024 di Kantor KPPU Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando, dengan Anggota
Maijelis Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso, dan dihadiri oleh para Terlapor, PT Shopee
International Indonesia (Terlapor I) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Terlapor IlI) beserta kuasa
hukumnya.

Dalam sidang sebelumnya, para Terlapor menyampaikan tanggapan atas Laporan Dugaan
Pelanggaran (LDP) secara tertulis dan mengajukan permohonan perubahan perilaku. Di sidang hari
ini, Majelis Komisi menyetujui permohonan perubahan perilaku tersebut. Untuk itu, sidang dilanjutkan
dengan pembacaan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku serta syarat dan kewajiban
perubahan perilaku pada masing-masing Terlapor. Poin-poin dalam Pakta tersebut pada prinsipnya
memuat bahwa masing-masing Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang
disampaikan Investigator dan mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP, serta
mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara a quo
dengan syarat dan kewajiban.

Maijelis Komisi juga menyampaikan apabila di kemudian hari ditemukan bukti atas pelanggaran
yang sama oleh para Telapor, maka KPPU berwenang untuk menangani pelanggaran tersebut, “Jika
setelah melewati masa pengawasan ditemukan pelanggaran yang sama, akan diproses penanganan
perkara seperti biasa,” tegas Ketua Majelis Komisi.

Majelis Komisi akan melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda Penyampaian
Tanggapan Terlapor terhadap Pakta Integritas pada tanggal 25 Juni 2024. Untuk memantau
perkembangan lanjutan atas perkara ini, informasi jadwal sidang dapat diketahui melalui tautan
https://kppu.go.id/jadwal-sidang/.
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Informasi bagi Jurnalis:

1.

Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 (Perilaku Diskriminasi)

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama

pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 25 ayat 1 huruf (a) UU No. 5/1999 (Posisi Dominan)

Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk:

a. menetapkan syarat syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga
maupun kualitas;

Siaran pers ini dipublikasikan pada 20 Juni 2024 oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan

Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat

disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang

diselenggarakan oleh KPPU.

Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman

https://kppu.go.id/siaran-pers/. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPUdi X

(@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri) dan Threads (@kppu_ri).

Terima kasih.
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